IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP
KEWENANGAN BADAN

ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
UNIVERSITAS ANALISA ILMIYAH, Muhaimin, S.H., M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur’an

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Departemen Agama, 1989).

B. Buku

Anshori, Abdul Ghofur, 2008, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga
Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

------ , 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

------ , 2010, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU
No. 21 Tahun 2008), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Anwar, Syamsul, 2010, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad
dalam Fikih Muamalat, Rajawali Pers, Jakarta.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasby, 1974, Sejarah dan Pengantar IImu Hadist, Bulan
Bintang, Jakarta.

Ash-Shofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Cet. ke-4,
Jakarta.

Asshiddigie, Jimly dan Mustafa Fakhri, 2002, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi
Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara, Pusat
Studi Hukum Tata Negara FH Ul, Jakarta.

Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005,
Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah
Nasional Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, dkk., 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra
Aditya Bakti, Cet. ke-1, Jakarta.

Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam), UlI Press, Edisi Revisi, Yogyakarta.

Dewi, Gemala, 1985, Aspek-aspek Hukum, Sinar Baru, Bandung.

128



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP
KEWENANGAN BADAN

ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
UNIVERSITAS ANALISA ILMIYAH, Muhaimin, S.H., M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

------ , 2004, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, Prenada Media, Jakarta.

------ , et al, 2007, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

Djamil, Fathurrahman, 2001, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum
Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

------ , 2012, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta.

Edukasi Profesional Syariah, 2005, Konsep dan Implementasi Bank Syariah,
Renaisan Multi Daya PT, Jakarta.

Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.S, Salim, 2006, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar
Grafika, Cet. ke-4, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2010, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cet. ke-10,
Jakarta.

Hasan, Hasbi, 2010, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah, Gramata Publishing, Jakarta.

Hasanudin, 2006, Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, pada
Kapita Selekta Perbankan Syariah, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2005, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia, Malang.

Indrati, Maria Farida S, 2007, Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik
Pembentukannya, PT Kanisius, Cet. ke-18, Yogyakarta

Juwana, Hikmahanto, 2002, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum
Internasional, Lentera Hati, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2004, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. ke-I1, Jakarta.

Khallaf, Abdul Wahab, 1996, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP
KEWENANGAN BADAN

ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
UNIVERSITAS ANALISA ILMIYAH, Muhaimin, S.H., M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

Meliala, A. Qiram Syamsudin, 1998, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.

Musjtari, Dewi Nurul, 2012, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan
Syariah, Parama Publishing, Yogyakarta.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu 1997, Metodologi Penelitian, Bumi Pustaka,
Jakarta.

Rahman, Fathur, 1977, Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama, Bulan Bintang,
Jakarta.

Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan
Hukum Positif, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sabiq, Sayyid, 1988, Fighussunnah 13, PT Al-Ma’arif, Bandung.
Satrio, J, 1993, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung.

Schwartz, Herman, Foreword by Judge Patricia M. Wald, 2000, The Struggle for
Constitutional Justice in Post-Communist Europe, The University of
Chicago Press, London.

Setiadi, Wicipto, 2010, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan
Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, Makalah, DJPP, Departemen
Hukum dan HAM, Jakarta.

Siahaan, Maruarar, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Sinar Grafika, Edisi 2, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,
Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Cet. ke-5, Jakarta.

Subekti, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
Pradnya Paramita, Cet. ke-16, Jakarta.



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP
KEWENANGAN BADAN

ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
UNIVERSITAS ANALISA ILMIYAH, Muhaimin, S.H., M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

------ , 1992, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Jakarta.
------ , 2002, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Cet. ke-19, Jakarta.

Sudarsono, Heri, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan
llustrasi, Ekonisia-FE Ull, Cet. ke-1, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta.

Thalib M., 1999, 46 Bimbingan Bisnis dan Pemasaran Islami, Gema Risalah
Press, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ya’qub, Hamzah, 1984, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Diponegoro,
Bandung.

Yuliandri, 2009, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,
Gagasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zein, Satria Effendi M., 1994, Makalah Arbitrase dalam Syariat Islam dalam
Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
Kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, Jakarta.

C. Makalah

Soebagjo, Felix Oentoeng, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Bidang Perbankan”, Diskusi Terbatas: Pelaksanaan Mediasi Perbankan
oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Mediasi Independen,
Yogyakarta, 21 Maret 2007.

D. Jurnal/ Artikel/ Tesis

Hasima, Rahman, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Umum
Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, Tesis, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP
KEWENANGAN BADAN

ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
UNIVERSITAS ANALISA ILMIYAH, Muhaimin, S.H., M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rahim, Abdurrahman, “Analisis Terhadap Dualisme Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman”, Tesis, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Wibisono, Yusuf, “Bisnis dan Birokrasi”, Jurnal Ilmu Administrasi dan
Organisasi, Volume 16, Nomor 2, Mei-Agustus, 2009.

Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum
Kontrak Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Islam, VVolume 11, Nomor 1, Juli, 2008.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 tentang
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.



IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP
KEWENANGAN BADAN

ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
UNIVERSITAS ANALISA ILMIYAH, Muhaimin, S.H., M.Kn

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234.

F. Internet

Abdul Ghani Abdullah, “Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Dibawa Ke Mahkamah Konstitusi”, http://www.hukumonline.com, diakses
tanggal 12 September 2015.



	HALAMAN JUDUL

	HALAMAN PENGESAHAN

	PERNYATAAN

	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR LAMPIRAN
	INTISARI
	ABSTRACT
	BAB I 
PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Keaslian Penelitian
	E. Manfaat Penelitian

	BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi
	1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi
	2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
	3. Putusan Mahkamah Kontitusi

	B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah
	1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah
	2. Dasar Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia
	3. Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia
	4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

	C. Tinjauan Umum Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
	1. Berdirinya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia31
	2. Tujuan BASYARNAS32
	3. Sistem Persidangan BASYARNAS
	4. Yurisdiksi dan Kewenangan BASYARNAS
	5. Prosedur Beracara BASYARNAS34

	D. Tinjauan Umum Tentang Asas Kebebasan Berkontrak
	1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak
	2. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata
	3. Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Islam

	E. Tinjauan Umum Tentang Akad
	1. Pengertian Akad
	2. Keabsahan Akad
	3. Asas-asas Akad


	BAB III 
METODE PENELITIAN
	A. Sifat dan Jenis Penelitian
	B. Cara dan Alat Pengumpulan Data
	C. Lokasi Penelitian dan Narasumber
	D. Analisis Data
	E. Jalannya Penelitian
	F. Hambatan Dalam Penelitian dan Cara Mengatasi

	BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional DalamPenyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
	1. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) DalamPenyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
	2. Isi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
	3. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional

	B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian
	1. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdat
	2. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Islam
	3. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak


	BAB V 
PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN


